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Abstrak 

 

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia sering 

menghadapi tantangan berupa diskrepansi antara konsep ideal dan implementasi di 

lapangan, terutama dalam peran Sentra Gakkumdu. Diskrepansi ini mencakup 

kurangnya kewenangan Bawaslu dalam penyidikan dan inefisiensi koordinasi 

antar-lembaga. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan menyelesaikan 

pelanggaran Pemilu, peran Bawaslu menjadi terbatas karena keharusan 

berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu. 

Akibatnya, penyelesaian kasus sering kali terhambat, yang berpotensi menurunkan 

kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-

normatif untuk mengeksplorasi kompleksitas permasalahan tersebut. Dengan 

menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan konsep Al-Hisbah 

Al-Mawardi, penelitian ini menganalisis diskrepansi penegakan hukum di Sentra 

Gakkumdu serta mengajukan alternatif solusi dengan memberikan kewenangan 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kepada Bawaslu. Data dikumpulkan melalui 

studi pustaka, mencakup literatur akademik, dokumen perundang-undangan, dan 

laporan empiris. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sentra Gakkumdu belum optimal 

dalam menangani tindak pidana Pemilu karena terbatasnya kewenangan dan 

koordinasi. Penelitian ini merekomendasikan pembubaran Sentra Gakkumdu dan 

pembentukan PPNS di bawah Bawaslu, dengan mengacu pada praktik serupa di 

institusi lain. Konsep Al-Hisbah menjadi relevan dalam membentuk model 

pengawasan berbasis amar ma’ruf nahi munkar, yang bertujuan menjaga keadilan 

dan integritas Pemilu. 

 

Kata Kunci: Sentra Gakkumdu, PPNS Bawaslu, Penegakan Hukum Pemilu, Al-

Hisbah 
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Abstract 

 

The enforcement of electoral law in Indonesia often encounters challenges, 

particularly the discrepancy between the ideal concept and practical 

implementation, especially concerning the role of Sentra Gakkumdu. This 

discrepancy includes the lack of investigative authority for Bawaslu and inefficient 

inter-agency coordination. As an institution tasked with overseeing and resolving 

electoral violations, Bawaslu's role remains limited due to the requirement of 

coordination with the police and prosecutors in Sentra Gakkumdu. Consequently, 

case resolution is frequently hindered, potentially undermining public trust in 

Indonesia's democratic system. 

This study employs a qualitative method with a juridical-normative 

approach to explore the complexity of the issue. By utilizing Lawrence M. 

Friedman's legal system theory and Al-Mawardi's concept of Al-Hisbah, the 

research analyzes the legal enforcement discrepancies in Sentra Gakkumdu and 

proposes an alternative solution by granting Investigator Civil Servant (PPNS) 

authority to Bawaslu. Data was gathered through a literature review, 

encompassing academic references, legislative documents, and empirical reports. 

The results reveal that Sentra Gakkumdu has not been effective in 

addressing electoral crimes due to limited authority and coordination. This study 

recommends dismantling Sentra Gakkumdu and establishing PPNS under Bawaslu, 

inspired by similar practices in other institutions. The concept of Al-Hisbah is 

relevant for creating a supervisory model based on amar ma'ruf nahi munkar, 

aimed at preserving justice and electoral integrity. 

 

Keywords: Sentra Gakkumdu, Bawaslu PPNS, Electoral Law Enforcement, Al-

Hisbah 
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MOTTO 

 

"THOSE WHO ARE BORN WITH KNOWLEDGE ARE THE HIGHEST TYPE 

OF PEOPLE. THOSE WHO LEARN THROUGH STUDY ARE THE NEXT. 

THOSE WHO LEARN THROUGH HARD WORK ARE STILL THE NEXT. 

THOSE WHO WORK HARD AND STILL DO NOT LEARN ARE REALLY 

THE LOWEST TYPE” 

(Confucius Lihat dalam Wing-Tsit Chan, A Source Book In Chinese Philosophy, 45) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa 

lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa 

Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini meng- 

gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya 

adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba‘ B Be ب

 Ta‘ T Te ت

 Ṡa‘ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa‘ Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha‘ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ze (dengan titik di atas) ذ

 Ra‘ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa‘ Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa‘ Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‗ koma terbalik di atas‗ ع

 Gain G Ge غ

 Fa‘ F Ef ف
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 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‗el ل

 Mim M ‗em م

 Nun N ‗en ن

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 Waw W W و

 Ha‘ H Ha ه

 Hamzah ‗ Apostrof ء

 Ya‘ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah 

 

 

Ditulis muta’addidah 

 

 

Ditulis ’iddah 

C. Ta‘ Marbûţah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 

 

Ditulis ḥikmah 

 

 

Ditulis ’illah 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal 

aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h. 

 

ditulis Karāmah al-Auliyā’ 
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3. Bila ta’ marbûţah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan 

ḍammah ditulis t atau h. 

 

D. Vokal Pendek 

1. ----  َ ¯ ---- Fatḥah Ditulis a 

2. ----  َ _ ---- Kasrah Ditulis i 

3. ----  َ  ---- Ḍammah Ditulis u 

 

E. Vokal Panjang 

1. Fatḥah + alif 

 

 إستحسان

ditulis 

ditulis 

ā 

Istiḥsān 

2. Fatḥah + ya’ mati 

 

 

 أنثى

Ditulis ā 

 

ditulis Unśā 

3. Kasrah + yā’ mati 

 

 العلواين

ditulis 

ditulis 

ī 

al-‘Ālwānī 

4. Ḍammah + wāwu mati 

 

 علوم

ditulis 

ditulis 

û 

‘Ulûm 

 

I. Vokal Rangkap 

1. Fatḥah + ya’ mati 

 غريهم

ditulis 

ditulis 

ai 

Gairihim 

2. Fatḥah + wawu mati 

 

 قول

ditulis 

ditulis 

au 

Qaul 

ditulis Zakāh al-Fiţri 



 
 

xii 

 

 

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 ditulis a’antum أأنتم

 ditulis u’iddat أعدت

 ditulis la’in syakartum إلن شكرمت

 

III. Kata Sandang Alif +Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 

 Ditulis Al-Qur’ān القرآن

 

 Ditulis al-Qiyās القياس

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 

 ditulis ar-Risālah الرسالة

 ’ditulis an-Nisā النساء

 

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 ditulis Ahl ar-Ra’yi أهل الرأي

 ditulis Ahl as-Sunnah أهل السنة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A Latar Belakang Masalah 

Demokrasi merupakan suatu konsep yang menekankan perwakilan sebagai 

penggerak roda pemerintahan.1 Sistem perwakilan, di mana rakyat dipilih 

melalui pemilihan umum untuk diwakili dalam pemerintahan, merupakan 

prinsip utama demokrasi. Indonesia, sejak era reformasi, telah melaksanakan 

lima kali pemilihan umum nasional. Namun, pelaksanaannya tidak luput dari 

berbagai pelanggaran, baik administratif, etik, bahkan pidana. 

Dalam menghadapi masalah tersebut, pemerintah membentuk Badan 

Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan 

Pemilu di seluruh Indonesia.2 Sayangnya, Bawaslu menghadapi kendala dalam 

menjalankan tugasnya, terutama dalam penanganan tindak pidana Pemilu. 

Peran Bawaslu yang terbatas, sebagaimana diatur dalam Undang-undang  

Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 

Pemilu), mengakibatkan rendahnya tingkat penyelesaian kasus pidana Pemilu.3 

Keberadaan Bawaslu dianggap tidak cukup dan masih menghadapi masalah 

efisiensi penegakan hukum. 

Oleh karena itu untuk meningkatkan efisiensi, dibentuklah Sentra 

Penegakan Hukum Terpadu (selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu) yang 

                                                             
1 Eddy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat, (Jakarta: Nusamedia, 2007), hlm. 4. 
2 Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 
3 Bawaslu,  “Abhan Jelaskan Keterbatasan Wewenang Bawaslu Dalam UU Pilkada”, 

https://bawaslu.go.id/id/berita/abhan-jelaskan-keterbatasan-wewenang-bawaslu-dalam-uu-pilkada, akses 
10 Maret 2024.  

https://bawaslu.go.id/id/berita/abhan-jelaskan-keterbatasan-wewenang-bawaslu-dalam-uu-pilkada


 
 

2 
 

menggabungkan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Meski demikian, 

efektivitas Sentra Gakkumdu masih dipertanyakan.4 Berdasarkan data yang 

diterbitkan oleh Bawaslu, pada pemilihan umum serentak tahun 2019, terdapat 

2.798 dugaan pelanggaran pidana, selanjutnya dari hasil penanganan 

pelanggaran tersebut ditemukan sebanyak 582 pelanggaran pidana. Bawaslu 

juga mencatat bahwa Sentra Gakkumdu berhasil menangani sebanyak 345 

perkara pelanggaran pidana yang berujung pada putusan pidana pemilu. Dengan 

demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas penanganan pelanggaran 

pidana pada Sentra Gakkumdu terhadap jumlah pelanggaran yang tercatat 

adalah sebesar 59,27%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan jumlah 

dugaan pelanggaran pidana yang tercatat, maka efektivitas penanganan 

pelanggaran pidana pada Sentra Gakkumdu adalah sebesar 12,33%.5 

 Di tahun 2024, laporan kasus dugaan tindak pidana Pemilu 

menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2019. 

Terdapat 322 laporan temuan terkait tindak pidana Pemilu. Dari jumlah 

tersebut, 65 kasus sedang ditangani oleh kepolisian, baik di Bareskrim maupun 

Polda jajaran. Dari 65 kasus yang ditangani, 16 di antaranya masih dalam proses 

penyidikan, 12 telah di-SP3, dan 37 sudah mencapai tahap 2, beberapa di 

antaranya sudah mendapat vonis dan inkrah.6 Hanya ada 20 kasus politik uang 

                                                             
4 Topo Santoso, dkk, Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014, 

(Jakarta: PERLUDEM, 2006), hlm. 109. 
5 Badan Pembina Hukum Nasional, Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan 

Umum, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2020), hlm. 124. 
6 Data dihitung per-April 2024 
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yang saat ini sedang diselidiki oleh kepolisian, jauh lebih sedikit dibandingkan 

dengan 100 kasus yang ditangani pada tahun 2019.7  

Keadaan tersebut menjukan diskrepansi dalam penanganan tindak 

pidana Pemilu. Diskrepansi adalah ketidaksesuain antara harapan dan 

kenyataan yang menunjukkan bahwa konsep kelembagaan Sentra Gakkumdu 

belum sepenuhnya terwujud dalam praktiknya. Meskipun tujuan Sentra 

Gakkumdu adalah untuk menjadi pusat yang efektif dalam penegakan hukum 

pelanggaran pidana Pemilu dengan pendekatan yang komprehensif, namun 

kenyataannya masih terdapat hambatan-hambatan yang menghambat proses 

tersebut.  

Masalah utama dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu adalah 

inefisiensi penyidikan. Sentra Gakkumdu yang melibatkan Bawaslu, 

Kepolisian, dan Kejaksaan tidak berjalan efektif karena kurangnya kewenangan 

penuh untuk melakukan penyidikan, sumber daya yang memadai, dan 

koordinasi yang baik. Penghentian laporan dan temuan yang memenuhi syarat 

juga sering terjadi karena perbedaan penanganan dan interpretasi terhadap 

ketentuan tindak pidana Pemilu.8 Terlebih terdapat hambatan seperti 

pemeriksaan ulang dari awal di kepolisian dan format laporan yang tidak 

diterima.9 Pengawas Pemilu juga melaporkan dugaan tindak pidana Pemilu 

                                                             
7 Indra Komara, Polri: Laporan Tindak Pidana Pemilu 2024 Turun Drastis Dibanding 2019,  

https://news.detik.com/pemilu/d-7215113/polri-laporan-tindak-pidana-pemilu-2024-turun-drastis-dibanding-
2019 , akses 02 April 2024. 

8 Reyn Gloria, “Dewi Sampaikan Lima Masalah Sentra Gakkumdu Tangani Pemilu 2019”, 
bawaslu.go, https://www.Bawaslu.go.id/id/berita/dewi-sampaikan-limamasalah-sentra-gakkumdu-tangani-
Pemilu-2019, akses 10 Maret 2024. 

9 Diyar Ginanjar Andiraja, "Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu." Khazanah 
Hukum, Vol. 2:2 (2020): 24-31. 

https://news.detik.com/pemilu/d-7215113/polri-laporan-tindak-pidana-pemilu-2024-turun-drastis-dibanding-2019
https://news.detik.com/pemilu/d-7215113/polri-laporan-tindak-pidana-pemilu-2024-turun-drastis-dibanding-2019
https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dewi-sampaikan-limamasalah-sentra-gakkumdu-tangani-Pemilu-2019
https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dewi-sampaikan-limamasalah-sentra-gakkumdu-tangani-Pemilu-2019
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yang diketahuinya, namun seringkali yang menjadi saksi pelapor yang 

menyulitkan posisinya sendiri. 

Meskipun Bawaslu memiliki kewenangan untuk menentukan dugaan 

pelanggaran tindak pidana Pemilu, hanya sebagai penghubung kasus yang 

mengandung unsur pidana ke instansi yang berwenang melakukan 

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.10 Keberadaan penyidik dan penuntut 

dalam Sentra Gakkumdu hanyalah sebagai forum koordinasi, bukan pengambil 

keputusan, sesuai dengan Pasal 486 ayat (1) UU  Pemilu.11  

 Rendahnya penyelesain perkara tindak pidana Pemilu juga didasari fakta 

bahwa Bawaslu harus berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam 

Gakkumdu untuk menyatakan dugaan tindak pidana Pemilu.12 Tanpa 

persetujuan bersama, Bawaslu tidak dapat melanjutkan proses penyelesaian,13 

meskipun memiliki bukti yang cukup. Hal ini menunjukkan keterbatasan 

kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum pidana Pemilu. Rendahnya 

kemampuan Gakkumdu untuk meyelesaikan tindak pidana Pemilu padahal 

sudah terbentuk sejak 2004 menunjukan gagalnya formulasi penyelesain tindak 

pidana Pemilu selama ini padahal Pemilu merupakan ruh demokrasi.14 Untuk 

                                                             
10 Supriyadi, dan Andi Intan Purnamasari, “Redesign of Administrative Violation Handling at 

Bawaslu Post Determination of Election Results: Redesain Penanganan Pelanggaran Administratif Di Bawaslu 
Pasca Penetapan Hasil Pemilu”. Jurnal Konstitusi, Vol 20:1 (Maret 2023), hlm. 159-178. 

11 Liky Faizal, “The Problems in Implementing the Function of the Integrated Law Enforcement 
Center (Gakkumdu) as an Election Law Enforcement Institution”. As-Siyasi : Jurnal Hukum Tata Negara, Vol 
3:2 (2023), hlm. 203. 

12 Pasal 476 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 
13Nikolaus Harbowo,  “Komisi II DPR Soroti Bawaslu di Sentra Gakkumdu”, 

https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/24/komisi-ii-soroti-peranBawaslu-di-gakkumdu, akses 10 Maret 
2024. 

14 Pada Pemilu 2004, Panwas Pemilu bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam 
membangun sistem Penegakan Hukum Pidana Pemilu Terpadu (GAKKUMDU) untuk meningkatkan 
kelancaran penanganan pidana pemilu. Meskipun sistem ini berhasil mencapai beberapa kesuksesan, tetapi 
dampaknya juga terasa, terutama dalam bentuk perbedaan pendapat antara pengawas pemilu, polisi, dan jaksa, 

https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/24/komisi-ii-soroti-peranBawaslu-di-gakkumdu
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menyelesaikan permasalahan ini bukan lagi melalui jalan idealis dengan 

mengedepankan perbaikan koordinasi yang tak kunjung terwujud. Penyelesaian 

dari akar yakni masalah Penyidik dan Penyelidikan perlu dipertimbangkan, 

dengan demikian pembubaran Sentra Gakkumdu tidak bisa dihindari. Pengganti 

Sentra Gakkumdu adalah PPNS Bawaslu. Pembentukan PPNS di Lembaga 

Indonesia bukan lagi hal asing, palagi pidana pemilu merupakan tindak pidana 

khusus. 

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP), Bawaslu sebaiknya diangkat sebagai Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PPNS) agar bisa menyidik tindak 

pidana Pemilu. Langkah ini pernah dipraktikkan dalam rangka menjaga 

independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah diterapkan pula 

dalam penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut TPPU) 

di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disebut 

KLHK), di mana PPNS diangkat oleh lembaga terkait. Putusan Mahkamah 

Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XIX/2021 memperbolehkan Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) KLHK sebagai PPNS dalam penanganan TPPU, mempercepat 

proses tanpa koordinasi dengan penyidik lain. Sebagai lembaga pengawas 

Pemilu, Bawaslu memiliki pemahaman yang mendalam tentang tindak pidana 

Pemilu, sehingga menjadi penyidik dapat mempercepat proses penyelesaian 

tanpa bergantung pada koordinasi Gakkumdu yang kurang efektif. 

                                                             
yang masih sering terjadi dalam pelaksanaan di lapangan, menunjukkan bahwa keterpaduan dan keselarasan 
dalam penanganan pidana pemilu belum sepenuhnya tercapai. 
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Lembaga pengawas pemilu dapat bertindak sebagai penyidik pelanggaran 

pemilu bukan hal baru hal ini telah dipraktikkan di negara lain seperti di Brazil, 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) dan Meksiko dengan Instituto Nacional 

Electoral (INE)  secara eksklusif melakukan penyelidikan awal terhadap semua 

pelanggaran pemilu yang dapat dihukum berdasarkan hukum.15  

Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti kompleksitas dalam penanganan 

tindak pidana pemilihan umum di Indonesia, khususnya melalui kajian terhadap 

peran Sentra Gakkumdu dan potensi perbaikan dengan memberikan 

kewenangan penyidikan kepada Bawaslu sebagai PPNS. Dengan judul 

penelitian "DISKREPANSI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU: 

STUDI KASUS TINDAK PIDANA PEMILIHAN PRESIDEN DAN PEMILIHAN 

LEGISLATIF TAHUN  2019-2024.” Urgensinya terletak pada kebutuhan akan 

mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien dalam menjaga 

integritas sistem pemilu, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

proses demokratis di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya 

berkontribusi pada pemahaman akademis, tetapi juga memiliki dampak praktis 

dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam 

penanganan tindak pidana pemilu. 

B Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti pada dasarnya 

telah dijelaskan dan diidentifikasi, yaitu: 

                                                             
15 Sue Nelson, Electoral Insight - Election Legislation Enforcement, 

https://www.elections.ca/content.aspx?dir=eim%2Fissue7&document=p4&lang=e&section=res, akses 02 
April 2024. 

https://www.elections.ca/content.aspx?dir=eim%2Fissue7&document=p4&lang=e&section=res
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1. Bagaimana diskrepansi proses hukum dalam Sentra Gakkumdu 

memengaruhi penanganan tindak pidana Pemilu?  

2. Bagaimana peran Bawaslu sebagai PPNS akan memengaruhi keadilan 

hukum dalam penegakan aturan pemilu? 

C Tujuan Dan Kegunaan 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengeksplorasi kompleksitas penanganan tindak pidana pemilihan 

umum di Indonesia melalui analisis peran Sentra Gakkumdu. 

b. Mengevaluasi potensi perbaikan dengan memberikan kewenangan 

penyidikan kepada Bawaslu sebagai PPNS. 

c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum 

pemilu. 

d. Memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap proses 

demokratis di Indonesia. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Pendekatan teoritis dalam penelitian ini memberikan wawasan 

mendalam tentang penyebab dan dampak ketidaksesuaian sentra 

Gakkumdu dalam menangani tindak pidana pemilu. Ini memungkinkan 

penyusunan strategi perbaikan kinerja lembaga penegak hukum. Selain 



8 

 

 

 

itu, penelitian ini juga berpotensi untuk menyumbangkan kontribusi 

pada pengembangan teori penegakan hukum dalam konteks pemilu. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini memberikan panduan praktis bagi penyelenggara pemilu 

untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Temuannya dapat 

membantu penyusunan kebijakan yang lebih efektif serta perbaikan 

sistem dalam menangani tindak pidana pemilu, yang pada akhirnya 

akan memperkuat integritas demokrasi. 

D Telaah Pustaka  

Dalam telaah pustaka, ditemukan penelitian yang relevan dengan topik ini. 

Sebagai berikut: pertama, penelitian oleh Liky Faizal dalam artikel jurnal yang 

berjudul "The Problems in Implementing the Function of the Integrated Law 

Enforcement Center (Gakkumdu) as an Election Law Enforcement 

Institution."16 Penelitian tersebut menyoroti bahwa banyak kasus yang 

ditangani oleh Sentra Gakkumdu tidak semuanya diikuti dengan tindak lanjut 

yang memadai. Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah adanya 

perbedaan persepsi hukum di antara anggota Sentra Gakkumdu dalam 

menentukan apakah suatu pelanggaran memenuhi unsur pelanggaran Pemilu.  

Kedua, penelitian Mahendra, dkk yang berjudul "Urgensitas Adanya Sentra 

Gakkumdu Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu."17 Penelitian tersebut 

                                                             
16 Liky Faizal, "The Problems in Implementing the Function of the Integrated Law Enforcement 

Center (Gakkumdu) as an Election Law Enforcement Institution," As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 
Vol 3:2 (2023), hlm. 199-213. 

17 Chairil Lutfi Mahendra, Bintari Zulfa Adhinta, Nurlaili Rahmawati, dan Fathudin, "Urgensitas 
Adanya Sentra Gakkumdu Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu." Adil Indonesia Journal, Vol. 5:1 (Januari 
2024), hlm. 1-9. 
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menegaskan bahwa Gakkumdu merupakan lembaga penting dalam 

menyelesaikan sengketa pidana Pemilu yang terdiri dari unsur-unsur dari 

Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

keberadaan Gakkumdu sangatlah krusial untuk mewujudkan Pemilu umum 

yang bebas dari kecurangan, jujur, dan adil sebagai sarana demokratisasi.  

Ketiga, penelitian berjudul "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu 

dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019" oleh Muhammad Nur Ramadhan.18 

Penelitian ini menyoroti berbagai kelemahan dalam penanganan tindak pidana 

Pemilu melalui Sentra Gakkumdu, terutama terkait dengan perbedaan 

pemahaman di antara elemen-elemen di dalamnya dan pola hubungan antar 

Sentra Gakkumdu.  

Keempat, buku berjudul "Kajian Kebijakan: Sistem Penegakan Hukum 

Pemilu (2009 – 2014)" oleh Tim Peneliti PERLUDEM.19 Meskipun terjadi 

peningkatan kualitas Pemilu dari era Orde Baru ke Pemilu 1999 dan 2004, 

masalah penegakan hukum Pemilu tetap menjadi isu krusial. Hal ini disebabkan 

oleh dua faktor utama yaitu banyaknya pelanggaran peraturan Pemilu yang 

tidak ditangani secara tuntas, dan perasaan ketidakadilan di antara peserta 

Pemilu. Tanpa penyelesaian yang tepat terhadap masalah penegakan hukum ini, 

upaya untuk mencapai Pemilu yang bebas dan adil sulit terwujud.  

Kelima, penelitian berjudul "Reposisi Kedudukan dan Kewenangan 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Sistem Peradilan Pidana 

                                                             
18 Ramadhan, Muhammad Nur, "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Penyelenggaraan 

Pemilu 2019." Jurnal Adhyasta Pemilu, Vol. 2:2 (2019), hlm. 115-127. 
19 Topo Santoso, dkk, Kajian Kebijakan: Sistem Penegakan Hukum Pemilu (2009 – 2014), (Jakarta: 

PERLUDEM, September 2006). 
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Indonesia" oleh Oloan C. H. Marpaung.20 Penelitian ini bertujuan untuk 

mereposisikan kedudukan dan kewenangan PPNS sehingga mereka tidak 

dianggap sebagai bawahan dan ditempatkan sebagai asisten dari Penyidik 

Polisi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan PPNS sangat 

diperlukan dalam melakukan penyelidikan karena kompleksitas penyelidikan, 

keberadaan kejahatan khusus, dan keterbatasan penyidik Polri.  

Terakhir,  penelitian yang dipublikasikan oleh Mizan Malik,"Rekonstruksi 

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu".21 Penelitian tersebut 

menggambarkan bahwa meskipun kebijakan penegakan hukum terkait tindak 

pidana Pemilu telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Pemilu, 

penerapan kebijakan tersebut masih memerlukan kajian lebih mendalam. 

Penelitian ini menyoroti tiga unsur sistem hukum yang mempengaruhi 

efektivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu, yaitu struktur hukum, 

substansi hukum, dan budaya hukum. 

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih berfokus 

pada aspek kelembagaan, kinerja, dan relasi antar-aktor, penelitian ini 

menghadirkan perspektif baru dengan menganalisis diskrepansi antara konsep 

ideal dan implementasi Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana 

Pemilu. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji urgensi pemberian 

kewenangan penyidikan kepada Bawaslu sebagai PPNS sebagai solusi atas 

                                                             
20 Oloan C. H. Marpaung, "Reposisi Kedudukan dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." LEX PROSPICIT, Vol. 1:1 (Februari 2023), hlm. 39-52. 
21 Mizan Malik S, "Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu." Jurnal Huma Betang 

Demokrasi, Vol 1:1 (Juni 2021), hlm. 113-133. 
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inefektivitas koordinasi dalam Sentra Gakkumdu. Kebaruan penelitian ini 

terletak pada pendekatan yang melihat masalah dari akar penyebabnya, yaitu 

keterbatasan kewenangan penyidikan, dengan mengusulkan transformasi 

kelembagaan yang mengacu pada praktik serupa di lembaga lain seperti KPK 

dan KLHK, serta pembelajaran dari pengalaman negara lain seperti Brazil 

dengan Tribunal Superior Eleitoral (TSE) dan Meksiko dengan Instituto 

Nacional Electoral (INE) yang memberikan kewenangan penyidikan kepada 

lembaga pengawas pemilu mereka. 

E  Kerangka  Teori 

1. Teori Sistem Hukum 

Sistem Hukum adalah gabungan dari kata "sistem" dan "hukum", yang 

masing-masing memiliki makna tersendiri. "Sistem" berasal dari bahasa 

Latin dan Yunani, mengacu pada keseluruhan. Sementara "hukum" 

memiliki kompleksitas yang tidak dapat diartikan dengan pasti seperti ilmu 

eksak karena melibatkan berbagai sudut pandang dan masalah yang 

beragam. Setiap ahli memberikan definisi yang berbeda tentang hukum. 

Misalnya, hukum dapat dianggap sebagai aturan yang mempertimbangkan 

nilai-nilai moral dan ditujukan untuk mengatur perilaku manusia dalam 

masyarakat, serta menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam 

menjalankan tugasnya. Sistem hukum ini terbentuk melalui penemuan, 

pengembangan, adaptasi, dan bahkan kompromi dari beberapa sistem 

hukum yang telah ada sebelumnya. 
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 Lawrence M. Friedman menyoroti pentingnya penerapan hukum 

sebagai suatu sistem terpadu yang melibatkan pembuat hukum, penegak 

hukum, dan pelaksana hukum. Teori ini menekankan bahwa hukum tidak 

hanya terdiri dari norma dan teks yang mengikat, tetapi juga mencakup 

struktur, substansi, dan budaya hukum.22 Pentingnya melihat hukum 

sebagai suatu entitas yang lebih dari sekadar aturan tertulis.23 Struktur 

hukum mencakup lembaga-lembaga hukum, seperti pengadilan dan badan 

penegak hukum, serta prosedur-prosedur yang digunakan dalam penerapan 

hukum. Substansi hukum merujuk pada isi atau materi hukum, yang 

mencakup aturan-aturan yang terdapat dalam kode-kode hukum, peraturan, 

dan kebijakan. Sedangkan budaya hukum melibatkan sikap, norma, dan 

keyakinan masyarakat terhadap hukum, yang memengaruhi cara hukum 

diterapkan dan dihormati dalam masyarakat. 

Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya tergantung pada 

kekokohan struktur, tetapi juga pada budaya hukum di masyarakat. Namun, 

hingga saat ini, ketiga elemen tersebut belum dapat berfungsi dengan baik, 

terutama dalam hal struktur dan budaya hukum. Menurut Sajtipto Rahardjo, 

berbicara tentang hukum tidak bisa dipisahkan dari asas-asas paradigma 

hukum seperti fundamental hukum dan sistem hukum, yang meliputi 

                                                             
22 CSA Teddy Lesmana, "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam 

Perspektif Ilmu Sosial," https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-
hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/, akses 10 Maret 2024. 

23 Mustafa ‘Afifi Ab. Halim, Shabrina Zata Amni, dan Mufti Maulana, "Legal System in the 
Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman," Peradaban Journal of Law and Society, Vol. 2:1 
(2023), hlm. 56-57. 

https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/
https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/
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legislasi, penegakan, peradilan, substansi, struktur, dan budaya hukum.24 

Semua ini berpengaruh pada efektivitas kinerja hukum. 

Teori sistem hukum Lawrence Friedman akan digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah pertama terkait diskrepansi antara prosedur 

formal dan implementasi praktis dalam penegakan hukum tindak pidana 

Pemilu oleh Sentra Gakkumdu, serta dampaknya terhadap efektivitas 

penyelesaian kasus. Teori ini menyoroti pentingnya keselarasan antara 

substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dalam menjaga 

kelancaran penegakan hukum. Melalui analisis teori ini, penelitian dapat 

mengeksplorasi bagaimana ketidakselarasan antara ketiga aspek tersebut 

mempengaruhi penegakan hukum pemilu oleh Sentra Gakkumdu.  

2. Al-Hisbah   

Secara etimologi, kata "hisbah" (حسبة) berasal dari akar kata Bahasa Arab 

حسب –يحسب   (hasaba-yahsubu), yang berarti "menghitung" dan 

"membilang". Secara istilah, hisbah adalah tindakan memerintahkan 

kebaikan apabila ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkaran 

apabila ada yang melakukannya.25 

Al-Mawardi merumuskan hisbah sebagai tindakan menyuruh 

kebaikan jika ditinggalkan, dan melarang kemungkaran jika terjadi. Definisi 

ini disempurnakan oleh ulama kontemporer seperti al-Ghazali dan Ibn 

                                                             
24 Purnami, Putu Milania Riska. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kebersihan Melalui Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan." Phd Diss., Universitas 
Mahasaraswati Denpasar, 2021, hlm 21.  

25 Kamsi, Kamsi. "Hisbah: Lembaga Keamanan Hukum dan Peradilan." Al-Mazaahib: Jurnal 
Perbandingan Hukum 1, no. 2, HLM. 239-240. 
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Taymiyyah.26 Ibn Tamiyah mendefinisikan hisbah sebagai lembaga yang 

memiliki wewenang untuk menegakkan amr ma‟ruf nahy munkar yang 

tidak termasuk dalam wewenang umara (penguasa), qadha (hakim), dan 

wilayah al-mazalim (pengadilan).27 

Dalam sistem pemerintahan menurut Islam, kewenangan peradilan 

(al-qadha) meliputi tiga wilayah, yaitu: wilayah mazhalim, wilayah qadha, 

dan wilayah hisbah.28 Wilayatul hisbah berada di posisi paling bawah dari 

ketiga wilayah tersebut. Pada dasarnya, hisbah mencakup semua aspek 

kehidupan dan berkaitan dengan masalah moral dan kesusilaan. Inti dasar 

perintah hisbah dapat ditemukan dalam al- Qur’an surat Ali Imran:104, yang 

berbunyi: 

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 

 29 المفلحون

Al-Hisbah merupakan pelaksanaan dari al-amr bi al-ma’ruf wa 

nahi’an al-munkar, dan mendamaikan di antara manusia yang berselisih. 

Dengan demikian, lembaga ini bertugas memberikan pertolongan kepada 

orang yang tidak mampu menuntut haknya dan menyelesaikan perselisihan 

yang terjadi di antara manusia serta mengajak kepada kebaikan.  

Definisi yang diberikan oleh Ibnu Taimiyah mengenai Al-Hisbah 

menekankan pada fungsinya untuk memerintahkan kebaikan (al-ma'ruf) 

                                                             
26 Marah Halim, “Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam”, Jurnal Ilmiah 

Islam Futura, Vol. 10:2 (Februari 2011), Hlm. 67. 
27 Rozalinda, Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2014), hlm .175 
28 Iin Solikhin, “Wilayah Hisbah dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islam”, Ibda’ Jurnal Studi 

Islam dan Budaya, Vol.3:1 (2005), hlm. 33. 
29 Ali Imran (5):104 
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dan mencegah keburukan (al-munkar) dalam wilayah yang menjadi 

kewenangan pemerintah untuk mengatur. Al-Hisbah juga mencakup 

tindakan mengadili dalam wilayah lain yang tidak dijangkau oleh institusi 

biasa. Ini menunjukkan bahwa Al-Hisbah memiliki peran dalam menjaga 

ketertiban sosial dan moral dalam masyarakat, serta menegakkan keadilan 

dan kebaikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.30 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan Al-Hisbah dalam 

menurut Al Mawardi. Kegunanan Al-Hisbah dalam hal ini adalah 

dikarenakan Bawaslu bertindak sebagai lembaga pengawas pemilu yang 

memiliki kewenangan untuk memerintahkan apa yang dianggap sebagai 

kebaikan dalam proses pemilu (misalnya, menjaga integritas pemilu, 

mengawasi pelaksanaan pemilu yang adil) dan mencegah apa yang 

dianggap sebagai keburukan (misalnya, pelanggaran kode etik, manipulasi 

hasil pemilu) untuk memastikan proses pemilu yang transparan dan 

demokratis. Teori Al-Hisbah dalam Islam relevan untuk menjawab rumusan 

masalah kedua, yang berfokus pada peran Bawaslu sebagai PPNS dalam 

penanganan tindak pidana pemilu dan dampaknya terhadap kepercayaan 

publik terhadap proses pemilu yang adil. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

                                                             
30 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalm prespektif Kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta: 

Kencana, 2012), hlm. 427. 
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan atau 

library research,31 menggali lebih dalam melalui data-data laporan yang 

dikeluarkan Bawaslu dan Kementerian Hukum dan HAM terkait jumlah 

penyelesaian kasus pelanggaran pemilu. Metode ini melibatkan pengumpulan 

data dan informasi dari berbagai sumber perpustakaan, termasuk bahan pustaka 

seperti buku, jurnal, artikel, koran, dan media sosial.  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif-analitis untuk memberikan 

gambaran yang jelas tentang kondisi aktual dalam penanganan tindak pidana 

Pemilu, dengan data yang diuraikan secara rinci untuk memahami berbagai 

aspek terkait. Pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis data yang 

terkumpul dengan tujuan memahami hubungan sebab-akibat dan faktor-faktor 

yang memengaruhi proses penyelesaian tindak pidana Pemilu.  

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan 

perundang-undangan (statutory approach) dan konseptual. Melibatkan 

pemahaman terhadap konsep-konsep hukum, pandangan-pandangan, dan asas-

asas hukum yang relevan dengan isu penelitian.32 Peneliti menggunakan 

pandangan ini sebagai dasar untuk membangun argumen hukum dalam 

memecahkan isu yang dihadapi.  

4.  Sumber Bahan Hukum 

                                                             
31 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Pers,2010), 

hlm. 23 
32 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ( Jakarta: Kencana,2007), hlm. 96 
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a. Bahan Hukum Primer 

Dokumen-dokumen hukum seperti Undang-undang Dasar 1945, Undang-

Undang 17 tahun 2017, peraturan perundang-undangan lainnya yang 

relevan dengan penelitian ini, dan putusan pengadilan terkait pemilu.   

b. Bahan Hukum Sekunder 

Termasuk artikel akademis, buku teks, dan panduan praktis yang 

menjelaskan dan menafsirkan hukum pemilu. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Meliputi laporan riset hukum yang memberikan pemahaman lebih dalam 

tentang penerapan hukum dalam konteks pemilu. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini yaitu 

melalui studi pustaka, baik berupa Al-Qur’an, Hadist, buku-buku, dan sumber 

data sekunder lainnya yang berhubungan dengan Pemilihan Umum, Sentra 

Gakkumdu dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 

G. Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini akan secara sistematis menguraikan pembahasan terkait 

diskrepansi Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana Pemilu. BAB I 

PENDAHULUAN akan memperkenalkan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, serta memberikan telaah pustaka yang 

relevan dan kerangka teoretik yang digunakan. Metode penelitian yang akan 

digunakan juga akan dijelaskan secara rinci. 



18 

 

 

 

Selanjutnya, BAB II KAJIAN TEORI akan membahas pemahaman teori 

sistem hukum, termasuk definisi, prinsip-prinsip utama, dan relevansinya dalam 

penanganan tindak pidana pemilu. Selain itu, akan ditinjau juga konsep Al-Hisbah 

dan relevansinya dalam konteks yang sama. 

BAB III TINJAUAN UMUM akan mengeksplorasi perkembangan 

penegakan hukum pidana pemilu dari masa ke masa, dengan fokus pada sentra 

Gakkumdu. Tinjauan umum tentang sentra Gakkumdu, tantangan, hambatan yang 

dihadapi, serta evaluasi hasil penyelesaian kasus akan menjadi bagian dari 

pembahasan. 

Selanjutnya, BAB IV PEMBAHASAN akan mengulas tentang pemberian 

kewenangan penyidikan kepada Bawaslu sebagai PPNS, serta dampak diskrepansi 

proses hukum dalam sentra Gakkumdu terhadap penanganan tindak pidana pemilu. 

Peran Bawaslu sebagai PPNS dan implikasinya terhadap keadilan hukum dalam 

penegakan aturan pemilu akan diperinci. 

Terakhir, BAB V PENUTUP akan berisi kesimpulan dari seluruh 

pembahasan yang telah dilakukan, disertai dengan saran-saran yang relevan untuk 

peningkatan penegakan hukum dalam konteks tindak pidana pemilu di Indonesia. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dalam upaya meningkatkan efisiensi penanganan tindak pidana Pemilu, 

pemerintah membentuk Sentra Gakkumdu yang melibatkan Bawaslu, 

Kepolisian, dan Kejaksaan. Namun konsep kelembagaan Sentra Gakkumdu 

yang diharapkan dapat menjadi pusat efektif dalam penegakan hukum 

pelanggaran pidana Pemilu ternyata belum sepenuhnya terwujud dalam 

praktiknya. Terdapat diskrepansi atau ketidaksesuaian antara harapan dan 

kenyataan dalam proses hukum yang berlangsung di Sentra Gakkumdu. 

Diskrepansi ini dapat dilihat dari rendahnya angka penyelesaian tindak 

pidana Pemilu yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu. Data menunjukkan, 

pada Pemilu 2019, dari 2.798 dugaan pelanggaran pidana, hanya 345 

perkara yang diselesaikan dengan hukuman pidana Pemilu. Pada Pemilu 

2024, meskipun jumlah tindak pidana Pemilu menurun, namun 

penanganannya masih belum optimal. Berdasarkan rumusan masalah yang 

dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat 

diambil yaitu: 

1. Diskrepansi proses hukum dalam Sentra Gakkumdu yang melibatkan 

Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan menyebabkan penanganan tindak 

pidana Pemilu menjadi tidak efisien. Kurangnya kewenangan penuh 

untuk melakukan penyidikan, sumber daya yang memadai, dan 

koordinasi yang baik di antara lembaga-lembaga tersebut menjadi 
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hambatan utama. Perbedaan interpretasi dan penanganan terhadap 

ketentuan tindak pidana Pemilu juga sering terjadi, sehingga banyak 

laporan dan temuan yang dihentikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

konsep kelembagaan Sentra Gakkumdu belum sepenuhnya terwujud 

dalam praktiknya, meskipun tujuannya adalah untuk menjadi pusat yang 

efektif dalam penegakan hukum pidana Pemilu. 

2. Pengangkatan Bawaslu sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

dapat meningkatkan keadilan hukum dalam penegakan aturan Pemilu. 

Dengan kewenangan penyidikan, Bawaslu dapat mempercepat proses 

penyelesaian tindak pidana Pemilu tanpa bergantung pada koordinasi 

dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini kurang efektif. 

Bawaslu memiliki pemahaman yang mendalam tentang tindak pidana 

Pemilu, sehingga menjadi penyidik dapat memastikan adanya keadilan 

dan kepatuhan terhadap hukum dalam penanganan perkara. Praktik ini 

juga telah diterapkan di negara-negara lain seperti Filipina dan Kanada, 

di mana lembaga pengawas Pemilu memiliki kewenangan untuk 

menyelidiki dan menentukan pelanggaran Pemilu. 

Dengan demikian pemberian kewenangan penyidikan kepada Bawaslu 

sebagai PPNS dapat menjadi solusi untuk mengatasi diskrepansi dan 

inefisiensi dalam penanganan tindak pidana Pemilu yang selama ini terjadi 

di Sentra Gakkumdu. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keadilan 

hukum, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses 

demokrasi di Indonesia. 
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B. Saran 

Penelitian ini mengakui adanya beberapa keterbatasan yang memengaruhi 

cakupan dan kedalaman pembahasan. Salah satu keterbatasan utama adalah 

kurangnya data primer berupa wawancara dengan para pelaku penegakan 

hukum di Sentra Gakkumdu. Keterbatasan ini menyebabkan analisis 

sebagian besar bergantung pada data sekunder, sehingga kurang 

merefleksikan pandangan empiris langsung dari pelaku di lapangan. Selain 

itu, pendekatan penelitian yang lebih mendalam terkait dampak budaya 

hukum terhadap kinerja Sentra Gakkumdu belum secara optimal dijelaskan, 

sehingga aspek ini masih terbuka untuk dieksplorasi lebih lanjut. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat 

dipertimbangkan untuk perbaikan sistem penegakan hukum Pemilu ke 

depan: 

1. Mengingat tingginya angka penghentian penyidikan di tahap kedua dan 

ambivalensi kelembagaan Sentra Gakkumdu yang menyebabkan 

inefisiensi penanganan tindak pidana Pemilu, perlu dipertimbangkan 

untuk membubarkan Sentra Gakkumdu dan menggantinya dengan 

penguatan kewenangan Bawaslu melalui pemberian kewenangan PPNS 

(Penyidik Pegawai Negeri Sipil) kepada Bawaslu. 

2. Pemberian kewenangan PPNS kepada Bawaslu akan memungkinkan 

lembaga ini untuk melakukan penyidikan secara mandiri tanpa harus 

melalui mekanisme koordinasi yang rumit seperti dalam sistem Sentra 

Gakkumdu. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses penanganan 
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tindak pidana Pemilu dan mengurangi potensi penghentian penyidikan 

yang sering terjadi di tahap kedua. 

3. Untuk mendukung efektivitas penegakan hukum Pemilu, perlu 

dilakukan penguatan kapasitas SDM Bawaslu melalui pelatihan khusus 

terkait kewenangan PPNS dan teknik penyidikan tindak pidana Pemilu. 
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